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BUPATT GORONTALQ
PROVINSI GORONTALQO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR & TAHUN 2022

TIENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 56 TAHUN 2021 TIENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang: .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALOQO,

bahwa  sesuai ketentuan pasal 164 avat (2) dan avat (5)
Peraturan  Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pergeseran anggaran antar obvek belanja
dan/atau antar nncian obvek belanja  dilakukan melalu
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Perubahan
Perkada tentang Penjabaran APBD  selanjutnva dituangkan
dalam  rancangan  Perda tentang perubahan APRBD  atau
ditampung dalam laporan realisasi anggaran:

bahwa sesuar ketentuan Lampiran IX (sembilan) angka 12
(dua belas) Peraturan Menten Dalam Negen Nomor Nomor 2/
Tahun 2021 tentang Pedoman  Penvuusun  Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dhjelasakan Pemerimtah Daerah menganggarkan pendapatan
vang  bersumber dan dana  transfer ke  daerah vang
penggunaannyva sudah  ditentukan dengan petunjuk  teknis
sesual dengan peraturan perundang undangan. Dalam hal

penganggaran dana transter ke dacrah chimaksud



penggunaannya tidak sesual dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penvesuman atas
penggunaan  dana  transter dimaksud  dengan  melakukan
perubahan  Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD  Tahun Anggaran 2022 dan  diberttahukan kepada
pimpiman  DPRD. untuk selanjutnva dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
vang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2022,

¢.  bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimmana dimaksud
pada hurut a. hurat b . perlu menctapkan Peraturan Bupat
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat Gorontalo Nomor
56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat I di Sulawes:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor -4286] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan M'emerintah Penggantit Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas  Sistem Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi
Corona Virus ihsease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Kangka
Menghadapt Ancaman vang Membahavakan Perckonomian
Nasional dan/atau  Siabilitas  Sistem Keuangan  Menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor G:4853):
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
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dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor -1 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor H727);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor -,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (AW
Peraturan  Pemerimtah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan  Ibukota  kabupaten  Dati 11 Gorontalo  dari
[simu ke Limboto  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1979 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 3147}

Leraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000  tentang

kedudukan keuangan kKepala Daerah dan Walkil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang

Pengelolaan  Keuangan  Badan  Lavanan  Umum  (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan
Lembaran Negara  Repubhk  Indonesia . Nomor  4502)
Sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan Pemermtah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan lLavanan Umum (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1:Tambahan

LLembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5340);

LPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

J. Peraturan . Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010  tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubhk  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165):

Peraturan  Pemerintah . Nomor 18 Tahun 2016  tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan  Pemerintalh  Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6102):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Pimpiman dan Admmistratf Pimpiman dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakvat  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1006).

Peraturan  Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penvelenggaraan  Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 604 1):

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor +42. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2019  Tentang Laporan Dan Evaluasi Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52: Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323,

Peraturan Mentern Dalam Negert Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Investast Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Dacrah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pedoman  Penvusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 920)
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Menetapkan:

e

22 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2000 Tentang Pokok Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor

4, Sen Kj;
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Peraturan  Daerah  Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun
2021 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Gorontalo  Tahun  Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 9 );

24 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten CGorontalo
Tahun 2021 Nomor >56j.

25. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2021  tentang

Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang

Melampaui  Tahun  Anggaran  (Berta  Dacrah Kabupaten

Gorontalo Tahun 2021 Nomor +42);
MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah  Tahun  Anggaran 2022 (Berita  Daecrah  Kabupaten

Gorontalo Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut -

I hetentuan Pasal 2 diubah. sehingga berbunyi sebagar benikut

Paszl 2
Y ; z : T 5 4 : :
Perubahan ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran | Peraturan Bupati

1.
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 tercantum dalam lampiran [l Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal S FeREUel' 2022
ATI"QORONTALO, .

-~ NELSON FOMALINGO
Diundangkan di Limboto
pada tanggal IS Ferfuspi 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

H AH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ¢©6



